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ABSTRAK

Hak untuk berorganisasi merupakan Hak Asasi Manusia, yang
pengaturan mengenai Hak untuk berorganisasi ini terdapat pada Undang-
Undang Dasar 1945 serta di dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1985 Tentang
Organisasi Kemasyarakatan, menurut hemat penulis pengaturan mengenai
Organisasi Kemasyarakatan ini sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan
nilai-nilai kemasyarakatan yang demokratis, karena Undang-Undang tersebut
dibentuk pada masa Orde Baru yang merupakan suatu bentuk pemerintah yang
bersifat oloriter, dimana secara de facto kekuasaan tertinggi masih ditangan
seorang Presiden. Di dalam penelitian ini penulis ingin meneliti mengenai
perkembangan pengaturan mengenai organisasi masyarakat apakah masih sesuai
dengan perkembangan Negara pasca reformasi serta bagaimana seharusnya
pengaluran mengenai organisasi masyarakat pasca reformasi, metode yang
penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian normatif yaitu
penelitian yang bertitik tolak dari telaah hukum positif, hasil yang penulis
temukan dari penelitian ini bahwa pengaturan mengenai organisasi masyarakat
sudah tidak sesuai lagi dengan nilai-nilai demokratis yang berkembang di
masyarakat, dari penelitian ini juga penulis memberikan saran agar pengaturan
mengenai organisasi masyarakat ke depannya akan semakin baik yaitu bahwa
pasca reformasi diperlukan suatu peraturan perundang-undangan yang baru
untuk mengatur mengenai Organisasi Kemasyarakatan yang lebih mencerminkan
nilai-nilai demokrasi yaitu nilai kebebasan, kemerdekaan, persamaan hak,
kontrol serta partisipasi.

Kata Kunci : Hak Asasi Manusia (HAM), Orde Baru, Reformasi, Organisasi
Kemasyarakatan.



BAB. 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Salah satu prinsip dasar yang mendapatkan penegasan dalam perubahan
Undang-Undang Dasar 1945 adalah prinsip ’Negara berdasarkan hukum,
sebagaimana tertuang di dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945
yang berbunyi ‘Negara Indonesia adalah negara hukum’.! Bahkan secara historis
negara hukum (Rechtsstaat) adalah negara yang di idealkan oleh para pendiri
bangsa sebagaimana dituangkan dalam penjelasan umum Undang-Undang Dasar
1945 sebelum perubahan tentang sistem pemerintahan negara yang menyatakan
bahwa Negara Indonesia berdasar atas hukum (rechisstaat), tidak berdasarkan
kekuasaan belaka (Machtsstaat).?

Demokrasi dan negara hukum adalah dua konsep yang saling berkaitan
yang satu sama lain, yang tidak dapat dipisahkan. Pada konsep demokrasi, di
dalamnya terkandung prinsip-prinsip kedaulatan rakyat (democratie) sedangkan di
dalam konsep negara hukum terkandung prinsip-prinsip negara hukum
(nomocratie), yang masing-masing prinsip dari kedua konsep tersebut dijalankan

secara beriringan sebagai dua sisi dari satu mata uang.?

1 .
, L!hat Und_ang—Undang Dasar 1945 Pasal | Ayat (3) Pasca Amandemen.
Lihat Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945

Jimly Asshiddiqie, Menuju Negara Hukum Yan ] i
: 5 g Demokratis, Jakarta:
Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008. Him. 690. aria: Sckretarial



Demokrasi adalah suatu pemerintahan di mana rakyat secara langsung ikut
serta memerintah (mederegeren), secara langsung yang terdapat pada masyarakat-
masyarakat yang sangat sederhana (demokrasi langsung) maupun secara tidak
langsung karena rakyat dalam hal ini diwakilkan (demokrasi tidak langsung) yang
terdapat didalam negara-negara modern.*

Pada pengertian yang lebih partisipatif demokrasi itu bahkan disebut
sebagai konsep kekuasaan dari, oleh, untuk dan bersama rakyat, berarti dalam hal
ini kekuasaan itu pada pokoknya diakui bersumber dari rakyat, dan oleh karena itu
rakyatlah yang sebenarnya menentukan dan memberi arah serta yang
sesungguhnya menyelenggarakan kehidupan bernegara. Keseluruhan sistem
penyelenggaraan negara itu pada dasarnya juga diperuntukkan bagi seluruh rakyat
itu sendiri.’

Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-
Undang Dasar.® Prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat yang dapat menjamin
peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan atau kebijakan,
sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang diterapkan dan ditegakkan
benar-benar mencerminkan perasaan keadilan masyarakat. Sedangkan dalam
negara yang berdasarkan atas hukum, dalam hal ini hukum harus dimaknai

sebagai kesatuan hirearkis tatanan norma hukum yang berpuncak pada konstitusi.’

S * Ni’Matul Huda, Hukum Tata Negara, Edisi Revisi, Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2010
1im. 69. & 2

5 .
Jimly Asshiddiqic, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi ;
iki i , 5 Sepihan
Pemikiran Hukum, Media dan HAM, Jakarta: Perpustakaan Nasional emokrasi, Sep
Terbitan (KDT), Him. 241. w asional RI Data Katalo

6 .
Lihat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat (2) Pasca Amandemen.

74 oo
Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalis g isi Revisi
Konstitusi Press, 2005, him. 152 — 162. isme Indonesia, Edisi Revisi, Jakaria:

g Dalam




Konsep demokrasi selalu menempatkan rakyat pada posisi yang sangat
strategis dalam sistem ketatanegaraan, walaupun pada saat implementasinya
terjadi perbedaan antara negara yang satu dengan negara yang lain. Dikarenakan
berbagai varian implementasi demokrasi tersebut, maka dengan demikian di
dalam literatur kenegaraan dikenal beberapa istilah demokrasi yaitu demokrasi
konstitusional, serta demokrasi yang mendasarkan dirinya atas komunisme.?

Salah satu ciri negara hukum yang demokrasi yaitu terdapat kebebasan
berserikat, berkumpul, serta mengeluarkan pendapat merupakan suatu hak yang
menjadi bagian dari hak asasi manusia. Selain dijamin melalui instrument-
instrumen internasional yang berlaku secara universal, kebebasan berserikat,
berkumpul, dan mengeluarkan pendapat juga dijamin oleh Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.°

Negara hukum itu harus ditopang dengan sistem demokrasi karena
terdapat korelasi yang jelas antara negara hukum yang bertumpu pada suatu
konstitusi, dengan kedaulatan rakyat yang dijalankan melalui sistem demokrasi.
Dalam sistem demokrasi tanpa pengaturan hukum dalam menjalankan demokrasi
akan kehilangan bentuk dan arah, sedangkan hukum tanpa adanya demokrasi akan

kehilangan makna.'®

Dcn}okmsi konstitusional mencita-citakan sebuah pemerintahan yang terbatas
kekuasaar!nya, yaitu sualu negara hukum (rechisstaat) yang tunduk pada Rule Of Law sebaliknya,
g(c);ngk;z}zl ya.n%( rl:\endasarkan dirinya atas komunisme, mencita-citakan pemerintah yang tidak

ch dibatasi kckuas ersi i i’ i
poreh & aannya (machtsstaat) dan bersifat totaliter. Ni’Matul Huda, Op., Cit. him
9 .
Lihat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 E A
. hat | yat (3) Setelah Amand
menyatakan, “Setiap orang berhak atas berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pen‘:ia;rz:in yane

10 .
Ridwan HR., Hukum Administrasi Negara, Yogyakarta: Ull-Press. 2002. him. 8



Dalam Negara hukum yang bersifat demokratis, hukum dibangun dan
ditegakkan menurut prinsip-prinsip demokrasi. Hukum dalam hal ini tidak boleh
dibuat, ditetapkan, ditafsirkan, dan ditegakkan dengan berdasarkan kekuasaan
semata (machtsstaat). Akantetapi sebaliknya, demokrasi haruslah diatur berdasar
atas hukum (rechisstaat) karena perwujudan gagasan demokrasi memerlukan

' yang akan

instrumen hukum untuk mencegah munculnya mobokrasi,'
mengancam pelaksanaan demokrasi itu sendiri.'

Implementasi yang lebih sederhana atas pelaksana hak tersebut melahirkan
kemunculan organisasi masyarakat (selanjutnya disebut ormas) sebagai wadah
berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Organisasi Kemasyarakatan
adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga negara Republik
Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama,
dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperanserta dalam
pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.'®

Sejarah kelahiran ormas di Indonesia yang diawali dengan munculnya
kelompok masyarakat yang senang berkumpul, memiliki arti penting bagi
kelangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Organisasi masyarakat yang
pada masa pra kemerdekaan hingga pasca kemerdekaan terbukti memiliki andil
besar dalam kelahiran Indonesia dan memperkuat fondasi hubungan dan interaksi

antara negara dan bangsa (warga negara).

1 .
Mobokrasi adalah terminologi yang diperkenalkan oleh Ari
t o
bentuk pemerosotan dari demokrasi. PSS M e

:: .li.mly Asshiddiqie, Menuju Negara Hukum Yang Demokratis, Op. Cit.
Lihat Undang-Undang No. 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Masyarakat Pasal 1



Organisasi Kemasyarakatan sebagai wadah bagi masyarakat untuk
berserikat dan berkumpul merupakan salah satu hak asasi manusia yang terdapat
dalam instrumen-instrumen HAM, dimana kebebasan untuk berserikat dan
berkumpul serta mengeluarkan pendapat dikenal sebagai tiga kebebasan dasar
yang merupakan bagian dari konsep hak-hak asasi manusia, terutama dalam
rumpun hak sipil dan politik."

Melalui Undang-Undang No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi
Masyarakat (UU Ormas), keberadaan organisasi masyarakat mendapatkan
sejumlah pengaturan, terutama pengaturan ideologi yang secara ketat
mengharuskan penempatan Pancasila sebagai asas tunggal. Tidak hanya itu,
menurut UU No. 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi masyarakat, pemerintah dapat
membekukan dan/atau membubarkan pengurus organisasi masyarakat tanpa
melalui proses hukum apabila organisasi masyarakat melakukan kegiatan yang
mengganggu keamanan dan ketertiban umum, menerima bantuan dari pihak asing
tanpa persetujuan pemerintah, dan memberi bantuan kepada pihak asing yang

merugikan kepentingan negara."”

Komisi Hukum Nasional RI Pendapat Komisi Hukum Nasi
s a !
Undang-Undang Organisasi Masyarakat, him. 3. wional R Tentang Rancangan

Lihat Undang- ..
Pasal 13. that Undang-Undang No. 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Masyarakat Bab VI|



Keberadaan Organisasi Masyarakat dengan Undang-Undang No. 8 Tahun
1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan yang lahir pada masa orde baru
digunakan sebagai alat penguasa di masa lalu untuk mengawasi dan mengekang
kebebasan berorganisasi. Sebab, organisasi kemasyarakatan dianggap lebih kental
dengan nuansa politik dibandingkan argumentasi hukumnya.'®

Kekhawatiran terhadap peran dan posisi Ormas sebagaimana dipaparkan
di atas mendorong lahirnya Rancangan Undang-Undang Organisasi masyarakat
sebagai regulasi yang kuat bagi keberadaan Organisasi Masyarakat di Indonesia.
Rancangan Undang-Undang Organisasi masyarakat harus mampu memberikan
kontribusi yang signifikan untuk mengatur ruang lingkup dan definisi organisasi
masyarakat secara jelas terkait dengan aspek legal administratif, serta Pengaturan
Organisasi Kemasyarakatan harus mencerminkan keseimbangan antara hak-hak
individual untuk melaksanakan kebebasannya dan kebutuhan perlindungan
kepentingan umum."’

Penyempurnaan undang-undang dan peraturan hukum yang berkaitan
dengan Organisasi Kemasyarakatan sangat diperlukan demi kepentingan umum
dan memberikan perlindungan bagi Organisasi Kemasyarakatan sendiri.
Sebagaimana yang dinyatakan Leon E. Irish, undang-undang perlu ada di dalam

semua masyarakat yang terbuka untuk menjamin dan melindungi kebebasan

berpendapat, berserikat dan berkumpul secara damai bagi seluruh warga negara.'®

16 0p.,Cit, him. 4

17
Leon E. Irish, Robert Kushen and Karla W. Simo ideli
o sh, . n, Guidelines for Laws Affecti Vi
()‘rgal{xzalxon. Opcn. Spc:cty Institute, International Centre for Not-for-Profit Law, New York.g()cofl!nil Cwl,c
di kutip oleh Komisi Hukum Nasional RI, Pendapat Komisi Hukum Nasiom;l RI Tent R e
Undang-Undang Organisasi Masyarakat, Op.,Cit. criang Fancangan

'® Ibid, him 2.



B. PERUMUSAN MASALAH
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka perumusan
masalah dalam tulisan ini adalah sebagai berikut :

I. Apakah pengaturan terhadap Organisasi Masyarakat yang ditentukan dalam
Undang-Undang No. 8 Tahun 1985 masih sesuai dengan perkembangan
masyarakat pasca reformasi?

2. Bagaimana seharusnya substansi/materi muatan pengaturan terhadap

Organisasi Masyarakat pasca reformasi?

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENULISAN
L. Tujuan

Berdasarkan pada perumusan permasalahan di atas, maka tujuan
dilakukannya penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah pengaturan terhadap Organisasi Masyarakat yang
ditentukan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1985 masih sesuai dengan
perkembangan masyarakat pasca reformasi.

2. Untuk mengetahui bagaimana selanjutnya substansi/materi muatan pengaturan

terhadap Organisasi Masyarakat pasca reformasi.




II. Manfaat Penulisan

Selain tujuan di atas, dilakukan penulisan ini diharapkan memberikan
manfaat seperti berikut :
a. Secara Teoritis

Secara teoritis, hasil penulisan ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian
dan sumbangan perkembangan ilmu hukum. Khususnya dalam bidang
ketatanegaraan di Indonesia dewasa ini. Selain itu juga untuk lebih memahami
organisasi masyarakat dalam persfektif negara hukum demokratis.
b. Secara Praktis

Penulisan ini dilakukan semoga dapat berguna atau bermanfaat bagi
masyarakat umum atau pembaca untuk mengetahui apakah pengaturan terhadap
Organisasi Masyarakat yang ditentukan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1985
masih sesuai dengan perkembangan masyarakat pasca reformasi serta untuk
mengetahui bagaimana selanjutnya substansi/materi muatan pengaturan terhadap
Organisasi Masyarakat pasca reformasi, serta mencari jalan keluar terhadap
masalah yang sedang dihadapi atau sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak
tertentu dalam memutuskan suatu kebijakan yang menyangkut topik penulisan
dan semoga hasil penulisan ini dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada

praktisi hukum dalam rangka pengembangan ilmu hukum.



c. Bagi Peneliti

Penulisan ini juga mempunyai manfaat bagi penulis sendiri, dengan
adanya penulisan Skripsi ini penulis lebih memahami apakah pengaturan terhadap
Organisasi Masyarakat yang ditentukan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1985
masih sesuai dengan perkembangan masyarakat pasca reformasi, untuk
mengetahui bagaimana selanjutnya substansi/materi muatan pengaturan terhadap
Organisasi Masyarakat pasca reformasi, serta penulis mendapatkan ilmu
pengetahuan yang lebih mendalam mengenai Hak Asasi Manusia (HAM)
khususnya mengenai Hak atas Berserikat, Berkumpul, dan Mengeluarkan
pendapat seperti yang diatur dalam Undang-undang Dasar 1945.
D. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup permasalahan yang ditekankan dalam penulisan skripsi ini
yaitu berkaitan dengan apakah pengaturan terhadap organisasi masyarakat
menggunakan UU No. 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Masyarakat yang
merupakan Undang-undang pada masa orde baru masih sesuai dengan
perkembangan Negara yang sudah reformasi serta untuk mengetahui bagaimana

selanjutnya substansi/materi muatan pengaturan terhadap Organisasi Masyarakat

pasca reformasi.
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E. KERANGKA TEORI

Undang-undang Dasar 1945 Pasal | ayat (2) disebutkan 197 Kedaulatan
berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar” serta
pada ayat (3) disebutkan “Negara Indonesia adalah Negara Hukum” kedua ayat
ini menjadi landasan konstitusional bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia
menganut prinsip Negara Hukum Demokrasi.

R. Supomo dalam hal ini memberikan pengertian negara hukum sebagai
negara yang tunduk pada hukum, peraturan hukum berlaku pula bagi segala badan
dan alat perlengkapan negara. Di dalam negara hukum menjamin tertib hukum
dalam masyarakat yang artinya memberikan perlindungan hukum, antar hukum
dan kekuasaan ada hubungan timbal balik. %

F.J Stahl mengemukakan empat unsur dari negara hukum (Rechisstaat),
yakni :

1. Adanya jaminan terhadap hak asasi manusia

2. Adanya pembagian kekuasaan;

3. Pemerintah haruslah berdasarkan peraturan-peraturan hukum; dan

4. Adanya peradilan administrasi.?!

'* Lihat ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945.

%0 Pendapat Supomo dikutip oleh Sirajuddin, Komisi Yudisial
Bandung PT Citra Aditya Bakti, 2006, him. 13. eisial dan Eksaminast Publk

! Ibid him. 1
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Konsep negara hukum di Eropa yang dikenal dengan Rule Of law yang
sangat terkenal uraian A.V. Dicey dalam bukunya yang berjudul “law and
constitution” (1952). Dalam bukunya tersebur Dicey menyatakan bahwa unsur-
unsur Rule of Law mencakup:

1. Supremasi aturan-aturan hukum. Tidak adanya kekuasaan yang
bersifat sewenang-wenang dalam arti bahwa seseorang boleh dihukum
jika melanggar hukum.

2. Kedudukan yang sama di hadapan hukum. Dalil ini yang berlaku, baik
bagi mereka rakyat kebanyakan maupun pejabat.

3. Terjadinya hak asasi manusia oleh undang-undang serta keputusan-
keputusan pengadilan.?

Dalam perkembangannya konsepsi negara hukum tersebut kemudian
mengalami beberapa penyempurnaan, );ang secara umum dapat dilihat di
antaranya:>

a. Sistem pemerintahan negara yang didasarkan atas kedaulatan rakyat;

b. Bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus
berdasar atas hukum atau peraturan perundang-undangan;

c. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara);

d. Adanya pembagian kekuasaan dalam negara;

22 54 s s
Miriam B - iti : i
bim. 58, iriam Budiarjo, Dasar-Dasar llmu Politik, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992,

 Ridwan. HR. Op.,Cit. him. 4
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e. Adanya pengawasan dari badan-badan (rechterlijke controle) yang
bebas dan mandiri, dalam artian lembaga peradilan tersebut benar-
benar tidak memihak dan tidak berada di bawah pengaruh eksekutif;

f. Adanya peran yang nyata dari anggota-anggota masyarakat atau warga
negara untuk turut serta mengawasi perbuatan dan pelaksanaan
kebijaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah;

g. Adanya sistem perekonomian yang dapat menjamin pembagian yang
merata sumber daya yang diperlukan bagi kemakmuran rakyat.

Dalam suatu negara hukum yang demokrasi yang menjamin adanya hak
asasi manusia, dan salah satu bentuk perwujudan hak asasi manusia yaitu dengan
adanya Organisasi Masyarakat, yang memungkinkan warga negara ikut serta di
dalam pemerintahan. Organisasi Kemasyarakatan sebagai wadah bagi masyarakat
untuk berserikat dan berkumpul merupakan salah satu hak asasi manusia yang
terdapat dalam instrumen-instrumen HAM, dimana kebebasan untuk berserikat
dan berkumpul serta mengeluarkan pendapat dikenal sebagai tiga kebebasan dasar

yang merupakan bagian dari konsep hak-hak asasi manusia, terutama dalam

rumpun hak sipil dan politik.?*

** Komisi Hukum Nasional. Op.,Cit. him. 3
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R, METODE PENELITIAN
L. Jenis Penelitian

Penulisan skripsi ini termasuk dalam tipe penelitian normatif.?’ Penelitian
ini bertitik tolak dari telaah hukum positif. Jenis penelitian ini merupakan
penelitian kepustakaan. Penelitian kepusatakaan ini dilakukan dengan cara
meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder.
1. Pendekatan Penelitian

Penulisan skripsi ini menggunakan beberapa pendekatan,26 yaitu melalui
pendekatan Undang-Undang yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan
perundang-undangan  bersangkut ~ paut  dengan masalah  Organisasi
kemasyarakatan. Pendekatan historis dilakukan dengan menelaah latar belakang
apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai Organisasi
Masyarakat. Pendekatan sosiologi tersebut adalah suatu landasan kajian sebuah
studi atau penelitian untuk mempelajari hidup bersama dalam masyarakat.
Pendekatan filsafat digunakan untuk mengkaji mengenai konsep keadilan yang

ingin dicapai.”’

% Penelitian hukum normatif mencakup : (1) Penclitian terhadap asas-asas hukum; (2)
Penelitian terhadap sistematika; (3) Penelitian terhadap taraf singkronisasi vertikan dan horizontal;
(4) Perbandingan hukum; (5) sejarah hukum. Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, Penelitiar;
Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat, Edisi I, Cetakan ke-5. Jakarta: PT. Rajagrafindo
Persada. 2001. him 13.

% Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, 1). Pendekatan Undang-
Unda.ngz dilakukan dengan menclaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan
dengan isu hukum yang sedang dihadapi; 2). Pendekatan historis dilakukan dengan menelaah latar
belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi; 3)
Pcndckat.an komparatif dilakukan dengan membandingkan undang-undang dengan regulasi’lair;
mengenai hal yang sama; 4). Pendekatan filsafat yaitu pendekatan mengenai bidang-bidang yan,
mcnya}ngkut dengan obyek kajian filsafat hukum; 5). Pendekatan konseptual . Bahderng)haﬁ
NasuuonbMetode. Peneht_:an {Imu Hukum,, Bandung: CV. Mandar Maju, 2008, Him. 92-93.

Sesuai deng filsafat yang menyeluruh, mendasar, dan spekulatif, penjelajahan filsafat
akan mengupas isu hukum (legal issues) secara radikal dan mengupasnya secara mendalam
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HI. Bahan Hukum
a. Bahan hukum primer, yaitu berupa bahan-bahan hukum yang mengikat,
terdiri dari: Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No. 8 Tahun
1985 Tentang Organisasi Masyarakat, Undang-Undang No. 39 Tahun
1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan
mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan
memahami bahan hukum primer, meliputi hasil karya ilmiah para
sarjanah, utamanya literatur-literatur mengenai organisasi masyarakat.
c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi majalah-
majalah, ensiklopedia dan jurnal yang memuat tulisan ilmiah yang relevan.
IV.  Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik yang digunakan untuk mendapatkan bahan-bahan yang diperlukan
oleh penulis adalah dengan kegiatan mencari dan mengumpulkan bahan-bahan
kepustkaan berupa peraturan perundang-perundangan, buku-buku yang terkait
dengan bidang ilmu hukum terutama bidang hukum tata negara. Selain itu diikuti
dengan membuat catatan-catatan dan membaca peraturan perundang-undangan,
buku-buku dan kepustakaan lainnya yang telah dikumpulkan guna mendapatkan

bahan dan kajian teoritis yang berkaitan dengan penelitian ini.

I’-cn_!clajahan filsafat meliputi ajaran ontologism (ajaran tentang hakikat), aksilogis ajaran tentang
nilai), epistomologis (ajaran tentang pengetahuan), teleologis (ajaran tentang tujuan) untuk
memperjclas secara mendalam, scjauh dimungkinkan oleh pencapaian  pengetahuan manusia

Johny lbrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum N i
; ormatif, Malang: ;
Publishing. 2008. Him. 320. i g: Bayumedia
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V. Metode Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yang digunakan merupakan hasil akhir penelitian
yang disusun sesuai dengan tujuan penelitian. Kesimpulan yang dimaksud
merupakan jawaban atas perumusan masalah atau pertanyaan dalam penelitian
yang dikemukakan secara singkat dan padat tentang kebenaran dari penelitian.28
Metode penarikan kesimpulan akan dilakukan secara deduktif yaitu suatu cara
berfikir dengan menarik kesimpulan dari data-data yang bersifat umum ke data-

data yang bersifat khusus yang untuk selanjutnya dari beberapa kesimpulan

tersebut dapat diajukan rekomendasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan.?’

28 1y
Beni Ahmad Saebani i
—— cbani, Metode Penelitian Hukum, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009,

» 0Op., Cit, him. 35.
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